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Penelitian ini membahas konsep makna hakiki dan majazi dalam usul fikih
serta implikasinya terhadap proses istinbath hukum Islam. Adapun
permasalahan yang diteliti dalam artikel ini dapat dirumuskan sebagai
berikut: pertama, bagaimana konsep makna hakiki dan majazi dalam usul
fikih; kedua, bagaimana penerapan kedua konsep tersebut dalam nash
syar‘i; dan ketiga, bagaimana implikasi penggunaan makna hakiki dan
majazi terhadap proses istinbath hukum Islam. Penelitian ini menggunakan
metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-
analitis melalui penelaahan terhadap literatur usul fikih klasik dan
kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna hakiki dan
majazi memiliki peran penting dalam memahami nash syar‘, dan
perbedaan dalam penentuan makna tersebut berdampak pada perbedaan
pendapat ulama (ikhtilaf fikihi), variasi dalam cakupan hukum, penetapan

jatuh atau tidaknya suatu hukum, serta perbedaan metode istidlal dalam
istinbath hukum Islam. Dengan demikian, kajian tentang makna hakiki dan
majazi menjadi aspek fundamental dalam usul fikih yang berpengaruh
langsung terhadap pembentukan hukum Islam yang tepat dan sesuai
dengan maksud syariat.
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Pendahuluan

Usul fikih merupakan salah satu disiplin ilmu yang menjadi fondasi utama dalam proses
istinbath hukum Islam. Melalui usul fikih, seorang mujtahid memahami kaidah-kaidah dalam
menafsirkan nash syari yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah (Tamam et al., 2022). Salah satu
aspek penting dalam usul fikih adalah kajian lafaz dan makna, karena nash syariat disampaikan dalam
bentuk bahasa yang memiliki struktur, gaya, serta kemungkinan makna yang beragam. Oleh karena itu,
ketepatan dalam memahami lafaz menjadi faktor yang sangat menentukan dalam ketepatan penetapan
hukum.

Di antara pembahasan utama dalam kajian dalalah al-alfaz adalah perbedaan antara makna
hakiki dan makna majazi. Makna hakiki adalah penggunaan lafaz sesuai dengan makna asalnya,
sedangkan makna majazi adalah penggunaan lafaz yang dialihkan dari makna asalnya kepada makna

lain yang masih memiliki hubungan, dengan adanya qarinah yang menunjukkan hal tersebut (Nisa &
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Pratiwi, 2025). Perbedaan kedua konsep ini tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga memiliki
implikasi langsung terhadap pemahaman nash syari dan penetapan hukum Islam.

Pentingnya pembahasan ini terlihat dari kenyataan bahwa banyak perbedaan pendapat ulama
dalam fikih berakar dari perbedaan dalam memahami apakah suatu lafaz harus dipahami secara hakiki
atau majazi. Misalnya, perbedaan dalam memahami beberapa ayat dan hadis tertentu yang berdampak
pada perbedaan hukum fikih di kalangan mazhab. Selain itu, perdebatan mengenai keberadaan majaz
dalam Al-Qur’an juga menunjukkan bahwa topik ini memiliki dimensi yang sangat mendasar dalam
metodologi penafsiran nash (Baidawi, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, kajian tentang makna hakiki dan majazi menjadi sangat penting
untuk terus dikaji secara sistematis dalam usul fikih, khususnya dalam konteks penerapannya
terhadap nash syari dan implikasinya terhadap hukum Islam. Kajian ini diperlukan agar pemahaman
terhadap nash tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga metodologis dan sesuai dengan kaidah-kaidah
usul yang benar.

Adapun permasalahan yang diteliti dalam artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
pertama, bagaimana konsep makna hakiki dan majazi dalam usul fikih; kedua, bagaimana penerapan
kedua konsep tersebut dalam nash syar‘i; dan ketiga, bagaimana implikasi penggunaan makna hakiki
dan majazi terhadap proses istinbath hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi penting kajian lafaz dalam usul fikih serta

pengaruhnya terhadap pembentukan hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang mengkaji berbagai
literatur yang berkaitan dengan makna hakiki dan majazi dalam usul fikih serta penerapannya dalam
nash syar‘i. Sumber data yang digunakan berupa kitab-kitab usul fikih klasik, buku-buku kontemporer,
serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis.
Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep makna hakiki dan majazi dalam usul fikih,
sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji penerapannya dalam nash syari serta
implikasinya terhadap proses istinbath hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelaah dan
mengkaji literatur yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cara
mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan membandingkan pendapat ulama usul fikih terkait makna

hakiki dan majazi serta dampaknya dalam penetapan hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan
A. Konsep Dasar Makna Hakiki dan Majazi dalam Usul Fikih
1. Definisi Makna Hakiki dan Pembagiannya
Dalam kajian usul fikih, para ulama telah memberikan berbagai definisi mengenai konsep

hakikat dan majaz dengan redaksi yang beragam, meskipun pada prinsipnya memiliki kesamaan
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makna. Di antara definisi yang digunakan adalah yang dikemukakan oleh Syaikh $alih al-‘Utsaimin,
yaitu:

(Al-’Utsaimin, 2009) (4 g s Lesd Jaxiusall Ladlll ;4 daalld)
Artinya: “Hakikat adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan makna yang telah ditetapkan baginya.”

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hakikat adalah penggunaan suatu lafaz sesuai
dengan makna asal yang pertama kali ditetapkan baginya. Dengan demikian, suatu lafaz yang
digunakan pada makna asalnya tanpa perpindahan atau penyimpangan dari makna tersebut disebut
sebagai hakikat, sedangkan jika digunakan pada selain makna asalnya maka tidak lagi termasuk
hakikat, melainkan majaz.

Makna hakiki ditandai dengan tidak adanya indikasi yang mengarahkan pada penggunaan
makna majazi, kinayah, atau tasybih. Lafaz tersebut dipahami secara tegas sesuai makna aslinya tanpa
dipengaruhi oleh susunan kalimat seperti pendahuluan (tagdim) atau pengakhiran (ta’khir), maupun
faktor tambahan lainnya yang dapat mengalihkan makna (Baidawi, 2021). Dengan demikian, makna
hakiki berdiri secara jelas dan langsung sesuai dengan makna yang ditetapkan bagi lafaz tersebut
tanpa memerlukan petunjuk eksternal untuk memahaminya.

Misalnya, kata “kursi” dalam penggunaan hakiki merujuk pada benda sebagai tempat duduk
yang memiliki kaki dan sandaran. Namun apabila kata tersebut digunakan untuk menunjukkan makna
lain seperti kekuasaan atau jabatan, maka penggunaan tersebut tidak lagi termasuk makna hakiki,
melainkan telah berpindah kepada makna majazi (Bahrudin et al., 2022).

Makna hakiki dalam usul fikih dibagi oleh para ulama menjadi beberapa jenis berdasarkan
sumber penetapan maknanya. Pembagian ini penting untuk menjelaskan bahwa makna hakiki tidak
selalu terbatas pada makna bahasa saja, tetapi juga dapat berkembang sesuai dengan ketetapan syariat
maupun kebiasaan penggunaan dalam masyarakat.

Pertama, Hakikat lughawiyyah adalah penggunaan suatu lafaz sesuai dengan makna yang telah
ditetapkan oleh para ahli bahasa Arab (Masyhadi, 2023). Makna ini merupakan makna dasar yang
dikenal oleh para penutur bahasa sebelum adanya penetapan syari atau ‘urf. Contohnya adalah lafaz
salat (s3L<ll), yang secara hakikat bahasa (lughawiyyah) bermakna doa. Oleh karena itu, dalam
penggunaan bahasa Arab oleh para ahli bahasa, lafaz tersebut dipahami sesuai dengan makna asalnya,
yaitu doa (Al-’"Utsaimin, 2009).

Kedua, hakikat ‘urfiyyah adalah suatu lafaz yang telah dipindahkan dari makna asalnya kepada
makna lain karena kebiasaan penggunaan dalam masyarakat (‘urf) (As-Subki & As-Subki, 1983). Lafaz
dalam hakikat ‘urfiyyah adalah lafaz yang mengalami pergeseran makna dari makna asalnya ke makna
lain akibat kebiasaan penggunaan yang dominan di masyarakat. Pergeseran ini membuat makna asal
menjadi tidak lagi dipakai atau jarang digunakan, sedangkan makna yang baru justru menjadi lebih
dikenal dan langsung dipahami oleh pendengar tanpa perlu mengingat makna aslinya terlebih dahulu
(Al-Samarqgandi, 1984).

Hakikat ‘urfiyyah dibagi berdasarkan pihak yang memindahkan makna menjadi dua: khusus
dan umum. Jika perubahan makna terjadi dalam kelompok tertentu seperti para ahli ilmu atau suatu

disiplin ilmu, maka disebut ‘urfiyyah khdssah. Contohnya adalah istilah-istilah teknis dalam ilmu
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seperti istilah nahwu (raf, nasb, jarr) yang memiliki makna khusus dalam bidangnya dan tidak
dipahami demikian oleh orang awam (Al-Qarafi, 1995).

Adapun ‘urfiyyah ‘ammah adalah perubahan makna yang terjadi di tengah masyarakat luas.
Bentuknya ada dua, pertama, lafaz yang awalnya bermakna umum kemudian dikhususkan oleh
kebiasaan menjadi sebagian maknanya saja, seperti dabbah (4\Y) yang lebih sering dipahami sebagai
hewan berkaki empat. Kedua, lafaz yang awalnya memiliki makna tertentu, lalu karena sering
digunakan pada makna lain yang masih memiliki hubungan, makna asalnya menjadi tidak lagi
dominan dalam pemahaman, seperti kata ghd’it (:3+) yang pada asalnya, lafaz ini diletakkan untuk
menunjukkan tempat yang rendah dan karena ‘urf sehinngga lebih dikenal dalam makna buang hajat
daripada makna asalnya (Al-Hindi, 1996).

Ketiga, hakikat syariyyah adalah apabila suatu lafaz digunakan berdasarkan makna yang telah
ditetapkan oleh syariat (Mangka, 2017). Makna tersebut diketahui melalui Al-Qur’an dan Sunnah, baik
sebelumnya makna itu belum dikenal dalam bahasa Arab, maupun sudah dikenal tetapi syariat
memberikan makna baru yang lebih khusus. Karena itu, ada lafaz yang dipindahkan maknanya dari
makna bahasa kepada makna syarf, dan ada pula lafaz yang digunakan syariat untuk makna baru yang
belum dikenal sebelumnya (Ar-Razi, 1997). Contohnya adalah lafaz salat , yang secara hakikat syar‘i
berarti rangkaian ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan
salam. Oleh karena itu, dalam penggunaannya oleh syariat, lafaz tersebut dipahami sesuai makna
ibadah tersebut, bukan sekadar makna bahasa (Al-’Utsaimin, 2009).

Faidah dari mengetahui pembagian hakikat menjadi tiga jenis adalah agar setiap lafaz
dipahami sesuai dengan makna hakikinya dalam konteks penggunaannya. Dengan demikian, suatu
lafaz yang digunakan oleh ahli bahasa dipahami berdasarkan hakikat lughawiyyah, jika digunakan
dalam syariat dipahami berdasarkan hakikat syariyyah, dan jika digunakan dalam kebiasaan
masyarakat dipahami berdasarkan hakikat ‘urfiyyah. Hal ini membantu menjaga ketepatan dalam
memahami makna lafaz sesuai dengan konteksnya (Al-’Utsaimin, 2009).

2. Definisi Makna Majazi

Para ulama usul fikih telah memberikan berbagai definisi mengenai konsep majaz dengan
redaksi yang beragam, meskipun pada prinsipnya memiliki kesamaan makna. Di antara definisi yang
digunakan adalah yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah, yaitu:

(ibn Qudamah, 2002) (s 4as e Lol 4 ginga yue b Jasivaal) Ladll)
Artinya: ” lafaz yang digunakan bukan pada makna asal yang ditetapkan baginya, tetapi pada makna
lain yang masih dibenarkan secara bahasa”

Definisi tersebut menjelaskan bahwa majaz adalah penggunaan lafaz yang tidak digunakan
pada makna asalnya, sehingga membedakannya dari hakikat. Namun, perpindahan makna tersebut
harus tetap memiliki hubungan antara makna asal dan makna yang dimaksud, sehingga penggunaan
lafaz tersebut masih dapat diterima dan dipahami secara bahasa yang benar. Misalnya, kata “asad”

(singa) digunakan untuk menyebut seorang laki-laki yang sangat berani (Muslihin, 2022).
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3. Eksistensi Majaz dalam Bahasa, Al-Qur’an, dan Hadis

Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait keberadaan majaz dalam bahasa, Al-Qur’an,
dan hadis. Pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa majaz memang terdapat dalam bahasa Arab,
termasuk dalam Al-Qur’an dan hadis, dengan ketentuan bahwa makna hakiki tidak dapat digunakan
dalam konteks tertentu. Pandangan ini dianut oleh Imam Ahmad, ulama Hanabilah, dan jumhur ulama
(Abt Ya'la, 1990).

Akan tetapi, pengecualian berlaku pada ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat
Allah. Dalam kasus ini, penggunaan majaz tidak diterapkan karena makna hakiki masih mungkin
digunakan tanpa mengandung unsur kemustahilan. Oleh sebab itu, sifat-sifat tersebut ditetapkan
sesuai makna hakikinya dan tidak dialihkan kepada makna majazi, sebagaimana pendapat yang
dipegang oleh ulama salaf (Al-]Jizani, 2006).

Sebagian berpendapat bahwa majaz tidak diterima secara mutlak, dan pandangan ini dipilih
oleh Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, dan al-Shingithi (Ash-Shanqiti, 2019). Ada juga pendapat yang
menyatakan bahwa majaz tidak terdapat dalam Al-Qur’an, tetapi ada dalam selainnya. Pendapat ini
merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan dipegang oleh sebagian ulama Hanabilah. (Al-
Maqdisi, 2021)

4. Syarat Penggunaan Majaz pada Lafaz

Kaidah dalam memahami suatu lafaz menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap perkataan
harus dibawa kepada makna hakikinya, kaidah usuliyah menyebutkan:

(Musaylihi, 2022) (Jkaall ¥ dddal) 2l A Jualil)
Artinya: “Asal dalam penggunaan bahasa adalah hakikat, bukan majaz”

Oleh karena itu, suatu lafaz tidak boleh dialihkan kepada makna majazi kecuali apabila tidak
mungkin dipahami secara hakiki, serta disertai adanya qarinah yang menunjukkan bahwa makna
hakiki tidak dimaksudkan, baik secara syarf, akal, maupun kebiasaan. Dengan demikian, keberadaan
qarinah menjadi syarat utama dalam pengalihan makna dari hakikat kepada majaz, sebagaimana
ditegaskan bahwa ketika suatu lafaz muncul secara mutlak maka ia dibawa kepada makna hakiki, dan
tidak dipalingkan kepada majaz kecuali dengan adanya dalil yang jelas (Al-Jizani, 2006).

Selain itu, penggunaan majaz juga mensyaratkan adanya hubungan antara makna hakiki dan
makna majazi agar pemindahan makna tersebut dapat diterima secara bahasa. Hubungan ini dalam
ilmu balaghah dikenal sebagai ‘alaqah, yang dapat berupa hubungan kemiripan (musyabahah) atau
bentuk hubungan lainnya yang relevan antara kedua makna tersebut. Dengan adanya hubungan ini,
penggunaan majaz menjadi sah dan dapat dipahami secara benar dalam konteks kebahasaan (Al-
"Utsaimin, 2009).

5. Penggunaan Lafaz Hakiki dan Majazi Secara Bersamaan

Para ulama usul berbeda pendapat tentang kemungkinan penggunaan satu lafaz untuk makna
hakiki dan majazi secara bersamaan. Jumhur ulama (Maliki, Syafii, dan Hanbali) membolehkan hal
tersebut selama kedua makna tidak saling bertentangan dan memungkinkan untuk dikumpulkan
berdasarkan konteks dan qarinah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa lafaz dalam nash syarfi tidak

selalu terbatas pada satu makna tunggal, melainkan dapat memiliki keluasan makna selama tidak
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saling menafikan. Hal ini dapat dilihat pada contoh lafaz “zS” dalam firman Allah Swt. 5 L 1,485 Y 5)

(ééjf‘—ﬂ (An-Nisa: 22), yang menurut sebagian ulama dapat mencakup makna akad (hakiki) sekaligus
hubungan suami istri (majazi), karena tidak terdapat kontradiksi dalam penggabungan kedua makna
tersebut (Al-Zuhayli, 2006).

Sebaliknya, ulama Hanafiyah dan sebagian ahli usul lainnya berpendapat bahwa
penggabungan makna hakiki dan majazi dalam satu lafaz sebagai dua maksud yang berdiri sendiri
tidak dapat dibenarkan. Hal ini disebabkan karena makna hakiki merupakan makna asal yang
ditetapkan bagi lafaz, sedangkan makna majazi hanya dapat digunakan apabila terdapat qarinah yang
mengalihkannya dari makna asal. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, satu lafaz tidak dapat
sekaligus dimaknai dengan dua tingkat makna secara bersamaan sebagai tujuan hukum yang
independen, sehingga dalam praktik istinbath, penentuan makna harus diarahkan kepada salah satu

makna yang paling kuat berdasarkan konteks dalil (Al-Zuhayli, 2006).

B. Penerapan Makna Hakiki dan Majazi dalam Nash Syar’i
1. Kaidah Penetapan Lafaz dengan Makna Hakiki dan Majazi

Dalam kajian usul fikih, lafaz dalam nash syari pada dasarnya dipahami berdasarkan makna
hakikinya bukan makna majazi selama tidak terdapat qarinah yang mengalihkan kepada makna lain.
Prinsip ini menunjukkan bahwa makna hakiki menjadi dasar utama dalam memahami teks Al-Qur’an
dan hadis, sehingga setiap lafaz harus dikembalikan kepada makna asalnya sesuai konteks
penggunaannya.

Kemudian makna hakiki digunakan berdasarkan kaidah usuliyah yang menunjukkan bahwa
lafaz-lafaz syariat dipahami berdasarkan tiga jenis hakikat yang memiliki tingkatan tertentu, yaitu
hakikat syarfyyah, kemudian hakikat ‘urfiyyah, lalu hakikat lughawiyyah. Pada tahap pertama, lafaz
dibawa kepada makna syari karena Al-Qur'an dan sunnah diturunkan untuk menjelaskan hukum-
hukum syariat (Al-Kalmiisi, 2025).

Apabila suatu lafaz tidak memiliki penggunaan khusus secara syar, maka maknanya dialihkan
kepada makna ‘urf yang berlaku. Namun jika makna ‘urf juga tidak ditemukan, maka lafaz tersebut
dikembalikan kepada makna asalnya secara bahasa. Dengan demikian, urutan penggunaan hakikat
syar‘iyyah, ‘urfiyyah, dan lughawiyyah berlaku selama tidak terdapat garinah yang menunjukkan
makna lain. Adapun apabila terdapat petunjuk yang mengarahkan kepada makna tertentu, maka
makna itulah didahulukan sesuai konteks penggunaannya (Al-Kalmiisi, 2025).

2. Peralihan Makna Lafaz antara Hakikat Syariyyah dan Hakikat ‘urfiyyah dan Hakikat
Lughawiyyah
a) Pada firman Allah Swt. QS. Ali-Imran /3: 97
(B ) LT 0 200 g T )
Artinya: “Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu
bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana” (Kementerian Agama R.L,, 2020).
Dalam syariat, istilah haji bermakna menyengaja menuju Baitullah pada waktu tertentu untuk

melaksanakan rangkaian ibadah tertentu (Muhammad bin Salih al-‘Uthaimin, 2007). Adapun secara
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bahasa, haji berarti sekadar “maksud atau tujuan secara umum” (Manzir, n.d.), sedangkan dalam
penggunaan ‘urf tidak memiliki makna khusus yang berbeda dari makna syari. Dengan demikian,
ketika lafaz haji digunakan dalam konteks syariat, maka ia dibawa kepada makna hakikat syar‘iyyah,
karena pembicaraan tersebut berada dalam ranah hukum syari dan tidak ada indikator yang
mengalihkan kepada makna hakikat lughawiyyah.
b) Pada firman Allah Swt. QS. At-Taubah/9: 84

(508 e 48 95 19l i o ol (e 32 )

Artinya: Dan janganlah engkau mensalatkan seorang pun dari mereka yang telah mati selamanya”

(Kementerian Agama R.1.,, 2020).

Secara bahasa, salat bermakna doa. Namun dalam pengertian syari pada konteks ini, yang
dimaksud adalah pelaksanaan salat jenazah, yaitu berdiri di hadapan mayit untuk mendoakannya
dengan tata cara yang khusus. Oleh karena itu, ayat tersebut dipahami berdasarkan makna syar‘inya,
sehingga yang dimaksud adalah larangan melaksanakan salat jenazah bagi orang-orang tersebut.

c) Pada firman Allah Swt. QS. Fusshilat/41: 6-7.
(V 08 3 3580 o5 85850 63 Y ol 1 s, 35)
Artinya: "Dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukan-Nya. (yaitu) orang-orang yang tidak

menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.” (Kementerian Agama R.1., 2020).

Para mufassir berbeda pendapat dalam memahami makna “tidak menunaikan zakat”. Sebagian
ulama menafsirkannya sebagai orang-orang yang tidak menunaikan ketaatan kepada Allah yang dapat
menyucikan dan membersihkan diri mereka, serta tidak mentauhidkan-Nya Sementara itu, sebagian
ulama lain menafsirkannya sebagai orang-orang yang tidak menunaikan zakat harta yang telah
diwajibkan Allah dan tidak menyerahkannya kepada yang berhak. Pendapat yang lebih kuat menurut
kaidah adalah pendapat kedua, karena penafsiran zakat sebagai penyucian jiwa mengembalikan lafaz
kepada makna bahasa (lughawi), sedangkan penafsiran zakat sebagai zakat harta merupakan makna
syar‘i. Dalam kaidah usul, makna syari lebih didahulukan dalam memahami kalam syari selama tidak
ada dalil yang menghalangi (Al-Kalmiisi, 2025).

Pada firman Allah Swt. QS At-Taubah/9: 60
Re Ay ET (A A b Qe 1 AT Qe 35 G il BT i 208 5T e (el ol ol Szl 1)

(ps=>

Artinya: «Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang
yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan)
orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai
kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Kementerian Agama R.1., 2020).
Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan makna “fi sabilillah”. Di antaranya, ada yang
mengatakan bahwa yang dimaksud adalah para pejuang di jalan Allah, dan ini merupakan pendapat

mayoritas ulama. Ada pula yang menafsirkannya sebagai jemaah haji, dan ada juga yang berpendapat
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bahwa yang dimaksud adalah para penuntut ilmu. Namun, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat
pertama, yaitu bahwa “fi sabilillah” bermakna para pejuang di jalan Allah. Hal ini karena penggunaan
ungkapan tersebut untuk makna jihad telah menjadi penggunaan yang umum pada masa turunnya Al-
Qur’an, sehingga telah menjadi kebiasaan (‘urf) dalam pemakaian bahasa pada waktu itu.
d) Pada firman Allah Swt. QS. At-Taubah/9: 103

(Pl S8 3050 ) e 0oy o e 5 20 B gl 0 B4
Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan
mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)
ketenteraman jiwa bagi mereka.” (Kementerian Agama R.I., 2020).

Lafaz salat dalam ayat ini dipahami sesuai makna bahasa, yaitu doa, bukan makna syari
berupa ibadah salat. Hal ini diperkuat oleh adanya qarinah, yaitu hadis Abdullah bin Abi Aufa, ia
berkata:

(Al-Bukhard, sl o Ji le 0 20 108 o ol ¢S 1 e (i 200 108 2830 A5 ol 1) ol ade 200 JLoa 0 i
1993)
Artinya: ”"Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam apabila ada seseorang yang datang membawa
zakat/sedekahnya kepada beliau, beliau senantiasa berdoa: 'Ya Allah, berikanlah selawat (rahmat)
kepada keluarga si Fulan.' Lalu ayahku datang membawa sedekahnya, maka beliau pun berdoa: 'Ya
Allah, berikanlah selawat kepada keluarga Abi Aufa." (HR. Bukhari no. 1497)
3. Jenis-Jenis Majaz dan Penerapannya dalam Nash Syari

Pertama, Majaz dalam tarkib adalah majaz yang terjadi pada susunan kalimat, yaitu pada cara
menghubungkan satu kata dengan kata lainnya (Ath-Thufi, 1987). Dalam jenis ini, kata-kata yang
digunakan tetap dipakai sesuai makna asalnya, tetapi hubungan atau penyandarannya tidak sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya, namun penyandaran tersebut masih memiliki hubungan makna
yang dapat dipahami (Al-Hindi, 1996). Contoh dalam QS. Al-Qasas/4: 28

(Rhaliat STy ghsll 03 it Al Liniaing G Lglh] sy ol o e (3838 )
Terjemahannya: ”Sunggu Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan
penduduknya berpecah belah, dia menindas segolongan dari mereka (Bani Israil), dia menyembelih
anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka...” (Kementerian Agama R.I,
2020)
Maka perbuatan menyembelih pada ayat ini disandarkan kepada Fir'aun, namun yang melakukannya
yaitu pengikutnya.

Kedua, Majaz dalam kata mufrad adalah majaz yang terjadi pada kata tunggal, yaitu ketika satu
lafaz dipindahkan dari makna asalnya kepada makna lain yang juga bersifat tunggal. Perubahan makna
ini menunjukkan adanya penggunaan kata di luar makna aslinya dalam bentuk satu kata, sehingga
termasuk dalam kategori majaz mufrad (Ath-Thufi, 1987). Majaz ini terbagi menjadi beberapa jenis,
yaitu:

a) (S e ¢l aul 33)) Menggunakan istilah bagian (juz’) untuk menunjukkan keseluruhan (kull)

Yaitu ketika suatu lafaz yang secara asal menunjuk pada bagian tertentu, tetapi yang dimaksud

sebenarnya adalah seluruhnya (Mangka, 2017). Contoh dalam QS. Ar-Rahman/55: 27
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(2895 Jiall 55 & 435 L)
Artinya: “Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan” (Kementerian
Agama R.1,, 2020)
Kata wajah (<l 4> ) disini menunjukkan keseluruhan zat-Nya.
b) (sl e U sl @) Menggunakan istilah yang menunjukkan keseluruhan (kull) untuk
menunjuk sebagian (juz’)

Yaitu ketika suatu lafaz secara bentuknya menunjukkan makna umum atau keseluruhan,
tetapi yang dimaksud hanyalah sebagian saja. Andre Bahrudin and others, ‘Hakikat Dan Majaz Dalam
Alquran’, 142. Contoh dalam QS. Al-Bagarah/2: 19

(3 b pomsial 5539
Artinya: “Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya” (Kementerian Agama R.1., 2020).
Dalam ayat tersebut, kata Fea-\la‘ menunjukkan jamak yang berarti banyak jari, tapi pada hakikatnya
hanya pada ujung-ujung jari saja.
c) (<) Penghilangan kata

Yaitu bentuk majaz yang terjadi karena adanya penghilangan satu kata atau lebih dalam
kalimat, tetapi maknanya tetap dapat dipahami dari konteks atau garinah.Andre Bahrudin and others,
‘Hakikat Dan Majaz Dalam Alquran’, 142. Contoh dalam QS. Yusuf/12:82

(B0 g=5)

Artinya: “Tanyalah (penduduk) negeri...” (Kementerian Agama R.I,, 2020).
Pada ayat ini terdapat lafaz yang dihapus yaitu kata Jafyang berarti penduduk negeri.
d) (:w=il) Majaz tadad
Yaitu bentuk majaz yang terjadi dengan menyebut suatu perkara menggunakan nama yang merupakan
kebalikannya (Al-Hindi, 1996). Contoh dalam QS. Ali Imran/3: 21

(o) 130 2 558)
Artinya: “Maka berilah mereka kabar gembira bahwa mereka akan menerima siksa yg pedih”
(Kementerian Agama R.I., 2020).
Kata % digunakan untuk sesuatu yang menggembirakan, namun pada ayat ini digunakan untuk
kebalikannya.
e) () isti'arah

Isti‘arah adalah bentuk majaz yang terjadi dengan menyebut sesuatu menggunakan nama
yang lain karena adanya hubungan kedekatan atau sebab tertentu (Al-Hindi, 1996). Contoh pada QS.
Al-Isra’/17: 24

(B2l o O £l L] (i)
Artinya: “Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih saying.“ (Kementerian
Agama R.L, 2020).
Lafaz (z4) sayap tidak dimaksudkan sayap secara hakiki, tetapi untuk menunjukkan makna
kerendahan hati dan kelembutan sikap kepada orang tua.

f) (35 sl JlI w) penamaan sesuatu yang berada di dalamnya dengan nama tempatnya
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Yaitu, adalah gaya bahasa majazi yang terjadi ketika sesuatu dinamakan dengan nama
tempatnya. Contoh pada QS. Al-Alaq/96: 17
(AU g3
Artinya: "Biarlah dia memanggil golongannya.” (Kementerian Agama R.1., 2020).
42U artinya majelisnya tapi yang dimaksud orang-orang yang berada di majelis tersebut, bukan
majelisnya secara fisik.
g) (O vl Jaall duend) penamaan tempat dengan nama sesuatu yang ada di dalamnya
Yaitu penamaan tempat dengan sesuatu yang berada di dalamnya. Contoh pada QS. Ali
Imran/3: 107
(B1435 8 5 535 Sulaidf Guall 1)
Artinya: "Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah
(surga).” (Kementerian Agama R.I,, 2020).

Maksud rahmat pada ayat ini ialah surga, karena di dalam surga terdapat rahmat.

C. Implikasi Makna Hakiki dan Majazi terhadap Istinbath Hukum

Penerapan makna hakiki dan majazi dalam istinbath hukum menjadi sangat penting dalam
menentukan ketetapan hukum Islam. Apabila suatu lafaz dipahami berdasarkan makna hakikinya,
maka hukum yang ditetapkan akan mengikuti makna asal lafaz tersebut. Sebaliknya, apabila lafaz
dipahami dalam makna majazi, maka penetapan hukum harus mempertimbangkan qarinah yang
menyertainya, karena hal tersebut memengaruhi penentuan maksud syariat serta implikasinya dalam
penerapan hukum (Yunita et al.,, 2025).(Yunita et al., 2025)

1. Implikasi terhadap perbedaan pendapat (ikhtilaf fikihi)

Salah satu implikasi utama dari perbedaan pemahaman antara makna hakiki dan majazi
adalah munculnya ikhtilaf di kalangan ulama dalam istinbath hukum. Perbedaan tersebut bersumber
dari metode ulama dalam menentukan apakah suatu lafaz tetap dipertahankan pada makna asalnya
atau dialihkan kepada makna lain berdasarkan garinah. Akibatnya, satu nash yang sama dapat
melahirkan variasi kesimpulan hukum sesuai dengan pendekatan kebahasaan yang digunakan.
Beberapa contohnya antara lain:

a) Lafaz (sl piaa¥ 5) dalam hukum pembatal wudu

Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 6 tentang pembatal wudu yang

«

menyebutkan lafaz “:L.il fius¥ 5i” yang berarti “atau menyentuh perempuan”. Lafaz ini kemudian

dipahami oleh para ulama dengan perbedaan penafsiran. Sebagian ulama, seperti mazhab Hanafi,
memahami lafaz tersebut bukan dalam makna hakiki berupa sentuhan fisik, tetapi sebagai bentuk
majazi yang bermakna hubungan suami istri. Hal tersebut karena adanya qarinah yaitu hadis bahwa
rasulullah saw. pernah mencium istrinya, kemudian beliau salat tanpa berwudu (Al-Kasani, 1910)
Dengan demikian, menurut mereka, sentuhan biasa tidak membatalkan wudu, yang membatalkan

wudu adalah jimak.
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Sementara itu, sebagian ulama lain seperti mazhab Syafii memahami lafaz tersebut secara
hakiki, yaitu setiap bentuk persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dapat
membatalkan wudu (Al-Khin et al.,, 1992).

b) Lafaz (z\Y) pada hukum menikah ketika berihram

Mazhab Syafii berpendapat bahwa orang yang sedang ihram tidak boleh melangsungkan akad
nikah, baik menikah maupun menikahkan Dalam memahami hadis “zSu ¥ asaall =S4 ¥” yang berarti ”
“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan.” Mereka memaknai lafaz
nikah mencakup makna majazi, yaitu akad nikah, dan juga makna hakiki nikah berupa hubungan
suami istri. Oleh karena itu, seluruh bentuk yang berkaitan dengan pernikahan dianggap terlarang
selama ihram. Sementara itu, ulama Hanafi memahami lafaz nikah dalam hadis tersebut pada makna
hakikinya saja, yaitu hubungan suami istri, bukan akad nikah yang merupakan makna majazi, sehingga
mereka membolehkan akad nikah saat ihram, tapi mengharamkan jimak (As-Sarkhasi, n.d.-a).

2. Implikasi terhadap penetapan jatuhnya hukum

Perbedaan dalam memahami makna hakiki dan majazi tidak hanya berpengaruh pada cara
penafsiran lafaz, tetapi juga berdampak langsung pada penetapan apakah suatu hukum benar-benar
terjadi atau tidak. Dalam beberapa kasus fikih, perbedaan pemaknaan lafaz dapat menentukan
terpenuhinya syarat suatu perbuatan hukum, sehingga berimplikasi pada jatuh atau tidaknya
konsekuensi hukum yang ditetapkan syariat, seperti sah atau tidaknya akad, terlaksananya sumpah,
maupun wajibnya kafarat. Oleh karena itu, aspek ini menjadi penting dalam istinbath hukum karena
berkaitan langsung dengan realisasi hukum dalam praktik. Di antara contohnya: Jatuhnya sumpah
dengan lafaz hakiki dan majazi

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila seseorang bersumpah tidak akan memasuki
rumah milik seseorang, kemudian ia memasuki rumah yang ditempati orang tersebut meskipun rumah
tersebut bukan milik orang tersebut secara hakiki, walau hanya berstatus sewa atau pinjaman, maka
sumpahnya tetap dianggap dilanggar dan wajib bayar kafarat sumpah (As-Sarkhasi, n.d.-b).

Pendapat ini didasarkan pada pemahaman bahwa penyandaran rumah kepada seseorang
tidak selalu menunjukkan kepemilikan hakiki, tetapi dapat juga digunakan secara majazi untuk tempat
yang ditempati atau dikuasainya. Dengan demikian, lafaz “rumah fulan” dapat dipahami lebih luas
daripada sekadar rumah yang benar-benar dimiliki secara hukum.

3. Implikasi terhadap metode istidlal dalam istinbath hukum

Perbedaan dalam memahami makna hakiki dan majazi tidak hanya berpengaruh pada hasil
penetapan hukum, tetapi juga menyentuh aspek metodologis dalam proses istinbath. Hal ini berkaitan
dengan cara ulama dalam menentukan makna yang dimaksud oleh suatu lafaz, apakah dipahami secara
hakiki, dialihkan kepada makna majazi berdasarkan qarinah, atau memungkinkan penggabungan
keduanya. Perbedaan pendekatan ini pada akhirnya berimplikasi pada metode istidlal yang digunakan
dalam memahami nash syari, sehingga melahirkan variasi dalam cara penarikan kesimpulan hukum di
kalangan ulama.

a) Makna lafaz salat (334=) pada QS. An-Nisa’/4: 43.

Pada firman Allah Swt. QS. An-Nisa’/4: 43.
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(150025 L gt s pte ) WA 5 50 e 150088 A (s 35 8000 8 Y ket sl )
Artinya: "Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan
mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika
kamu) dalam keadaan junub kecuali sekadar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub).”
(Kementerian Agama R.1., 2020)

Sebagian ulama, seperti Imam Syafii, memahami lafaz “4>.all” dalam ayat tersebut dengan
mempertimbangkan kemungkinan penggabungan antara makna hakiki dan majazi sesuai konteks dalil.
Menurut beliau, lafaz tersebut pada asalnya menunjukkan makna hakikat syar, yaitu ibadah salat itu
sendiri, yang diperkuat oleh garinah “0s's& L )sl=3 Ja” yang menunjukkan keterkaitan dengan
aktivitas salat. Di sisi lain, terdapat pula garinah dalam frasa “Juw e ¥) Wis ¥4” yang oleh sebagian
ulama dipahami sebagai isyarat yang berkaitan dengan tempat pelaksanaan salat (masjid).
Berdasarkan pendekatan ini, sebagian ulama menjadikan ayat tersebut sebagai salah satu dasar dalam
istidlal mengenai kebolehan orang junub untuk melewati masjid tanpa berdiam di dalamnya (Az-
Zarkasyi, 1994).

b) Penetapan niat puasa pada malam hari

Dalam pembahasan tabyit niyyah al-siyam (berniat puasa pada malam hari), terdapat contoh
hadis Nabi saw. ketika beliau tidak disuguhi makanan siang hari, lalu bersabda: “sl= o3 A" yang
berarti” “Sesungguhnya (kalau demikian), aku sedang berpuasa” (An-Naysaburi, 1911). Lafaz ini
dipahami secara berbeda oleh para ulama, tergantung apakah ia dibawa kepada makna puasa secara
syar‘i atau sekadar makna bahasa yaitu, menahan diri (imsak). Apabila lafaz tersebut dipahami sebagai
puasa dalam pengertian syar‘, maka hal ini menunjukkan kebolehan niat puasa pada siang hari, namun
akan menimbulkan konsekuensi adanya pertentangan dengan hadis: 4 plaa 3 (Wl (e ablall ¢ &l e
yang berarti “Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasa pada malam hari.”(An-Nasa’,
2018). Sebaliknya, apabila lafaz tersebut dipahami hanya sebagai imsak (menahan diri), maka tidak
terjadi pertentangan di antara dalil-dalil tersebut.

Sebagian ulama yang tetap membawa lafaz tersebut kepada makna puasa syari melakukan
upaya menggabungkan dalil (kompromi), dengan cara membedakan antara puasa wajib dan puasa
sunnah, atau dengan memahami bahwa kewajiban tabyit al-niyyah berlaku pada puasa wajib,
sedangkan pada puasa sunnah tidak demikian. Dengan demikian, terdapat kemungkinan perbedaan
pemaknaan antara hakikat syari dan hakikat lughawi, yang pada akhirnya ditentukan oleh adanya
qarinah yang memperjelas maksud yang dikehendaki.

c) Makna firman Allah Swt. eSJLe-A‘ eﬂf— &.JA” (Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian)

Menurut Imam Al-Ghazali, pemahaman terhadap lafaz tersebut tidak dapat dilepaskan dari
kebiasaan penggunaan bahasa Arab (‘urf lughawi), yang pada dasarnya telah memberikan kejelasan
makna sesuai konteks pemakaian. Dalam praktik kebahasaan Arab, ungkapan seperti “diharamkan
atasmu makanan” dipahami sebagai larangan memakan, “diharamkan atasmu pakaian” berarti
larangan memakai, dan “diharamkan atasmu wanita” dipahami sebagai larangan melakukan

pernikahan atau hubungan suami istri. Makna-makna tersebut telah menjadi makna yang lazim dan
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dipahami secara jelas dalam penggunaan bahasa Arab, sehingga tidak memerlukan penafsiran
tambahan sebagai lafaz yang mujmal (Al-Ghazali, 1993).

Dengan demikian, lafaz tersebut lebih tepat dipahami berdasarkan ‘urf kebahasaan yang
berlaku, bukan sebagai lafaz yang membutuhkan penakwilan lebih jauh. Sebagian ulama juga
menafsirkannya sebagai bentuk majaz hadhf, yaitu adanya penghilangan kata yang dipahami dari
konteks. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah “diharamkan atas kalian (melakukan hubungan suami

istri atau menikahi) ibu-ibu kalian” (Al-Ghazali, 1993).

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa makna hakikat dan
majaz merupakan dua konsep dasar dalam kajian usul fikih yang sangat berpengaruh terhadap proses
istinbath hukum Islam. Hakikat adalah penggunaan lafaz sesuai makna asal yang ditetapkan baginya,
sedangkan majaz adalah penggunaan lafaz tidak pada makna asalnya, tetapi pada makna lain yang
dipahami melalui garinah. Perbedaan dalam memahami kedua konsep ini, termasuk kemungkinan
penggabungan keduanya dalam satu lafaz, berimplikasi langsung terhadap metode penafsiran nash
dan penetapan hukum syar?i.

Selain itu, perbedaan pandangan di kalangan ulama usul fikih dalam memahami makna lafaz
melahirkan berbagai implikasi penting, di antaranya munculnya perbedaan pendapat (ikhtilaf fikihi),
perbedaan dalam cakupan hukum antara perluasan dan penyempitan makna, serta perbedaan dalam
penetapan jatuh atau tidaknya suatu hukum. Bahkan, perbedaan tersebut juga berpengaruh terhadap
metode istidlal dalam memahami dan mengompromikan dalil-dalil syarf, termasuk dalam kasus-kasus
yang melibatkan kemungkinan penggabungan makna hakiki dan majazi.

Dengan demikian, penguasaan terhadap konsep hakikat dan majaz menjadi hal yang
fundamental dalam istinbath hukum. Pemahaman yang tepat terhadap kaidah kebahasaan ini akan
membantu menghasilkan kesimpulan hukum yang lebih akurat, proporsional, dan sesuai dengan

maksud syariat.
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